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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2011

, TENTANG _ |
LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang  :a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki
dan Negara menjamin kemerdekaan setiap warganegara untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama
dan kepercayaan;

b. bahwa sectiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan wmum
untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau
melakukan kegiatan yang menyerupai aktiftas keagamaan ateu

dan penafiican yane mer dari pokok-pokok

_ o - meiain wpays  persuasif melalui

serpnfizien Yegistan dan dislog unmk menyelesaikan permasalahan

Jemsat  Abmadivah  Indonesia (JAL) agar tidak menimbulkan

P keresahan dalam kehidupan beragama, serta mengangpu ketentraman

dan ketertitban kehidupan bermasyarakat dengan menetapkan
Keputusan Bersama Menter Agama, Jaksa Agung, dan Mented
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008
dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah
Kepada Penganut, Angpota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat dan
Warga Masyarakat;

d. bahwa Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah di Daerah,
berwenang untuk menindak 1 juti Keputusan Bersama Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam huruf c; :

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
2 hurf b, honf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Gobermg § era Barat fentang  Larangan Kegiatan Jemaat
i ] esia di Provinsi Sumatera Barat:
Mengingat  : 1. Kiteb Undiang-Undang Hikum Pidana;

2. Uny Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
- Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
antra Tingkat T Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai
Indeng.

Led
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Nomor  1/PnPs/1965 tentang  Pecegahan

fatau Penodaan Agama jo Undang-Undang
'~ ‘entang Pernyataan Berbagai Penetapan
oo = Wni:




4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3208);

5. Undang-Undang Nomor 3% Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
{Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ftentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4558);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 fentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 1985 tentang Organisast
Kemasyarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3331)

intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
: tahan antare Pemerintah, Pemerintaban Daerah
Provinsi m Pemerintahian Daersh  Kabupaten/Rots {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

11.Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

12.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran
Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di
Indonesia.

13.Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01
1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat (PAXEM);

14 Keputusan ~ Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008
dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada
Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadivah
Indonesi (JAI) dan Warga Masyarakat.

Memperhatikan :1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :223/1107 D.III tanggal 23

September 2008 perihal Pedoman Penanganan Jemaat Ahmadiyah
Ind AI}




2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 450/3457/Sj tanggal 24
Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan
Anarkis:

3. Surat Mentri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Februari
2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan
Perintah Kepada JAI dan warga masyarakat dan 12 Butir Penjelasan
Jemaat Ahmadivah Indonesia.

4. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jendral Departemen Agama, Jaksa
Agung Muda Intelijen dan Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan
_ Politik Depertemen Dalam Negeri Nomor :SE/8j/1322/2008, Nomor
" SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.111/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama,
Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008,
Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 tahun 2008 tentang
Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota, dan/atau
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiysh Indonesia (JAI) dan Warga
Masyarakat;

5. Surat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Nomor
18/5//MUI-SB/IV2011, tanggal 08 Maret 2011 perihal Mohon
Pelarangan dan Pembekuan Ahmadiyah.

6. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Nomor B-
S09/N.3/Dsp.5/03/2011, tanggal 11 Maret 2011, perihal
Rekomendasi Terhadap Aliran/Jemaat Ahmadiyah di Sumatera Barat

O MBMUTUSKAN: = -

PERATURAN GUBERNUR TENTANG E,ARFLN{}:’XN KEGIATAN
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI SUMATERA BARAT

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota diSumatera Barat

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota di Sumatera Barat

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan ;Pleﬁéndwagan Masyarakat
Deerah yang selanjumya disebut Badan adalah Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daersh Provinsi
Sumaters Bamt

7. Ahmadivah adalah  Organisasi atau aliran  vang
Menganut/Mempunyai keyakinan/idioalogi/Paham tertentu.

8. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama
Mentri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 tahun
2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Aniggota
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Warga Masyarakat,




BAB 11
TUIUAN
Pasal 2

Tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Provinsi
Sumatera Barat yaitu :

a, Memelihars keamanan dan ketertiban masyamkat dari adanya
pertentangan  akibat  penyebaran paham  keagamaan yang
menyimpang.

b. Mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran
penafsiran vang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama
Islam

¢. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga
masyarakat sebagal akibat penyebaran pshan keagamaan yang
menyimpang.

d. Melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta
mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada Syariat agama
Islam,

e. Meningkatan koordinsi antara Aparat Tentara Nasonal Indonesia,
(TNI} Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaasn, Pemerintah
Daerah dan Pemerintah dalam penanganan Masalah Jemaat
Ahmadiyah; dan

£ Manmgkatkan Sosialisasi Keputusan Bersama T iga Menteri.

BABHI
LARANGAN
Bagian Kesatu

Kegiatan Jemaat Ahmadiyah

Pasal 3

(1} Penganut, anggota dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang
berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas
vang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam,

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun
melalui media elektronik.

oy

Pemasangan papan  nama c}rgamsasz Jem&az Ahmadivah
inflonesia ditempat umum; el

©. Pemgsapgan pspan nama pada maﬁ pmb@daim lembags
pendidikan dan loin sebagainya denpan zmenmﬂa Jemaat
Ahmadiyah Indonesia; dan

d. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk
apapun. '

(3) Pemerintah Dacrah menghentikan aktivitas/kegiatan penganut,
anggota dan/atau  anggota pengurns  Jemaat Ahmadzyah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).dan ayat (2) sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan.




Bagian Kedua
Masyarakat
Pasal 4
(1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau
perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kegiatan penganut,

anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

(2) Tindakan terhadap aktivitas penganut, anggofa dan/atau anggota
pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari Pokok-
pokok ajaran agama Islam sebagiman dimaksud pada ayat 1,
dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan,

BABIV
SOSIALISASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban
melaksanakan langksh-langkah percepatan sosialisasi Keputusan
bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama
Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat. '

(2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi ; i

2, Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah 'K&bupaﬁen/?{em,

: scamnatan, Peme erintah Desa, dan Kelu

Warga Masvarakat, tokoh Masyarekat, tokoh agama, forum
kerukunan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan
Islam dan

 ¢. Penganut, anggota dan /atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah.

(3) Narasumber  sosialisasi Keputusan  bersama Tiga Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2} terdini Unsur -

a. Pemerintah Daerah ;
Kepolisian Daerah Sumatera Barat,

=

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat:
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan

& &G

Tokoh Masyarakat.

BAB YV
KELEMBAGAAN
Pasal 6

(1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat
Ahmadivah, meliputi ; '

& Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan
b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah,

(2) Forum koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan
. Jemaat Abmadiyah,




i

@)

4}

(5)

H

@

Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagimana dimaksud

pada ayat (1) buruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan

kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan  vang
ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Abmadiyah di Daerah,

Dalam melaksanakan tugas scbagimana dimeksud pada ayat

(3}, Tim penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fimgsi ;

(a). Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil
informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh
keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak menganggu
stabilitas Daerah.

(b).Pelaksanaan detetksi dini, peringatan dini dan pencegahan
dini atas permasnalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan
Jemaat Ahmadivah.

{¢).Pemberian  rekomendasi scbagai  bahan perumusan
kebijekan Gubernur dalem mengatasi permasalahan vang
ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadi yah.

(d).Pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota
pengurus Jemaat Ahmadiyah dan

(e). Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur

BABVI . .
PELAPORAN :
Pasal 7

Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah
berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam dan
bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib
melaporkan kepada Aperat Kepolisian, dan instansi yang
berwenang lainnya.

Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

BABVH
PEMANTAUAN
wlien Daersh melek

Komunitas Intelijen Daerch menyampaikan bahan kebijakan
penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.

o pemzntaizn




BAB VI
 PEMBINAAN DAN ?mﬁamsm
Pasal 9

{1} Peserintsh Daersh melfaksanakan pembingan dan pengawasan
dalzm penzmganan Jemasl  Ahmadivah,  dengan
menduyagunakan Majells Ulame Indonesia Provingd Sumatera
Barat, tokoh agama [slam dan tokoh masyarakat sstempat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memberi kmempamn kepada penganuf, anggota,

e Abmadiyah  untuk
- dari pokokwpokok

él}?m%m% w&&gmm &mﬁimé m ayat {i} bertujuan
motek mengambil  lengkehJdangksh  tindaklanjut  dalam
penangansan Negiaten penveberan penafsiran dan alktivitas yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang
' berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan
melawan hukum oleh masyarakar, sesuai ketentvan peraturan
perundangan-undangan.

BABIX
PELAKSANAAN DI KABUPATENIKGTA

Fernmes Shenpdi vk i B

a*:_s;;ﬂwﬁmm

(2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah
di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam
Negeri c.q. Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat
Ahmadiyah bersumber dari ;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Duersh Proviasi Sumaters

KahupaenKota

4. Bt

ber fain yang sah dan tdek mengikat




BABXI
CSANKSI
Pasal 12

(1) Penganut, Angpota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat
Ahmadiyah yang tidek melaksanakan Keputusan Bersama Tiga
Menteri, serta ketentuan Peraturan Gubernur ini, dikenazkan
sanksi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi pelanggaran kekerasan oleh pibak-pihak lain
terhadap Penganut, Angpota, dan/atau Pengurus  Jemazh
Ahmadiyah, maka akan dikenakan sanixs; d&ngan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 13

Ketentuan vang belum dister dalam Peratoran Gubernur ini
sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjur
oleh Gubernur,

Pasal 14
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dspal  mengetabuinys, memerintzhkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannys
dalam Berita Dacrah Provinsi Sumatera Barat,

Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 24 Maret 2011

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Maret 2011

g mhmé Ttama Madya
Nip. 19531221 198310 1 001
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